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INTISARI

Kecamatan Lainea merupakan salah satu kecamatan yang tingkat
pertumbuhan pembangunannya cukup pesat diantara kecamatan lain yang
ada di Kabupaten Kendari namun kesadaran masyarakat untuk
mensertipikatkan tanah miliknya masih rendah.

Kenyataan menunjukkan pensertipikatan tanah milik selama ini ada
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, timbul pertanyaan
“Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat
untuk mensertipikatkan tanah miliknya di Kecamatan Lainea?. Faktor-faktor
yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: faktor tingkat pendidikan, pendapatan,
penyuluhan pertanahan, prosedur pensertipikatan, waktu, biaya, dan
aksesibilitas daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
survey dengan pendekatan deskriptif. Populasi yang diambil seluruh pemilik
tanah milik di Kecamatan Lainea dan jumlah sertipikat yang terbit sampai
dengan Desember 2003. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara
wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Jumlah sampel yang diambil
sebanyak 120 responden dari tujuh desa/kelurahan. Teknik pengambilan
sampel menggunakan purposive proporsional random sampling. Untuk
memperoleh hasil penelitian maka data yang ada diolah dan dianalisis
dengan teknik deskriptif tabulasi dengan menggunakan tabel lalu dihitung
persentasenya untuk kemudian membuat kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Lainea minat
masyarakat untuk mensertipikatkan tanah miliknya masih rendah. Hal ini
didukung dengan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Kendari, yaitu dari 16.722 bidang tanah yang ada di Kecamatan Lainea,
hanya 1.313 bldang tanah diantaranya yang bersertipikat dengan luas
+ 68,27 Km? atau 6.827 Ha. Rendahnya minat masyarakat tersebut
dipengaruhi oleh faktor dari dalam vyaitu tingkat pendidikan, tingkat
pendapatan dan faktor dari luar yaitu kurangnya frekuensi penyuluhan,
prosedur pensertipikatan tanah yang berbelit-belit, waktu penyelesaian yang
lama, biayanya terlalu mahal, dan aksesibiltas daerah yang jauh dari
angkauan masyarakat di Kecamatan Lainea.
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BAB |

PENDAHULUAN

\. Latar Belakang Penelitian

Dalam kurun waktu pelaksanaan pembangunan baik sebelum dan
sesudah reformasi kegiatan-kegiatan di bidang pertanahan terus
mengalami peningkatan. Penyediaan atau pengadaan tanah untuk
pembangunan terus meningkat, sejalan dengan meningkatnya
kebutuhan yang jumlahnya makin bertambah dan untuk memenuhi
tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Agar tanah sebagai
sumberdaya dan sebagai unsur ruang yang luasnya terbatas, sedang
permintaan tanah terus bertambah, sehingga tidak menimbulkan
sengketa dari aspek hak maka perlu diatur secara terencana.

Dari kenyataan tersebut maka akan muncul persoalan, pada satu
sisi tanah sebagai ruang jumlahnya relatif tetap, pada sisi lain jumlah
penduduk terus bertambah, akibatnya akan terjadi persaingan dalam
pemilikan, penggunaan tanah ataupun penguasaannya, masing-masing
orang akan saling berlomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Persaingan dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah serta
pemilikan dan penguasaannya oleh anggota masyarakat seringkali

~animhiilkan kanflic vana membawa akibat adanva ketegangan-



politis. Hal ini memerlukan penanganan yang serius didalam mengatur

dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan tanah maupun

pemilikan dan penguasaannya.

Menyadari semakin kompleksnya masalah di bidang pertanahan,
khususnya yang menyangkut pada sengketa pemilikan hak atas tanah,
maka pemerintah mengadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah
Republik Indonesia dengan maksud memberikan jaminan kepastian
hukum hak atas tanah yang dipunyai seseorang. Sebagai tanda jaminan
kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah atas sebidang tanah
maka pemerintah memberikan surat tanda bukti hak atas tanah yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yaitu sertipikat.

Usaha untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas
tanah, dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA
disebutkan sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah:

2. pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan hak

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.

Kepastian hukum yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 ayat

(1) UUPA ini menurut Suprapto (1986:324) meliputi:

=



2. Kepastian mengenai letak, batas dan luas tanah atau kepastian
obyek hak;

3. Kepastian mengenai jenis/macam hak atas tanah yang menjadi
landasan hubungan hukum antara tanah dengan orang-orang/Badan
Hukum.

Sebagai realisasi dari ketentuan pasal 19 UUPA maka pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 junto
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pendaftaran Tanah tersebut dapat dilaksanakan melalui 2 (dua)
pendekatan yaitu pendekatan sporadis dan pendekatan sistematis.
Pendaftaran tanah secara sporadik diselenggarakan atas dasar
permohonan individual dan massal. Sedangkan pendaftaran tanah
dengan pendekatan sistematik prakarsanya dari pemerintah.

Satu hal yang sangat penting berkaitan dengan pemilikan dan
penguasaan tanah itu ialah jaminan kepastian hukum atas tanah dengan
pendaftaran tanah, yang dimulai sejak tahun 1961 sampai dengan saat
ini. Dalam rangka menunjang terwujudnya kepastian hukum dan
kepastian hak atas tanah maka Badan Pertanahan Nasional telah
melakukan langkah-langkah dengan memperbaiki dan
menyempurnakan perangkat peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan.

Selanjutnya untuk mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah

telah dilakukan pendaftaran secara sistematik melalui Proyek

Administrasi Pertanahan Phase Il bantuan Bank Dunia dan pendaftaran



“Pada tahun 2004 target pendaftaran tanah sekitar 2.875.000 bidang
tanah atau 4.79 % dari 60 juta bidang tanah yang belum terdaftar’
(Direktorat PGT, Jakarta 2003).

Program ini akan segera terwujud apabila ditunjang dengan
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Partisipasi ini dapat
dilakukan dengan cara pensertipikatan dengan pendekatan sporadis.
Namun kenyataannya berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kendari menunjukkan bahwa sebagian besar tanah-tanah di
daerah penelitian belum bersertipikat.

Sampai saat ini masyarakat sebagian besar menganggap bahwa
kebutuhan akan sertipikat belum terlalu diutamakan. Sebagian besar
tanah yang bersertipikat terletak di daerah perkotaan. Hal ini sesuai
dengan pernyataan yang disampaikan oleh A.P. Parlindungan (1999 :
13) bahwa :

‘Pendaftaran tanah di Indonesia yang sudah terlaksana semenjak

berlakunya P.P. 10 tahun 1961 baru pada tingkatan kota-kota dan

sebagian besar di luar kota pada perkebunan-perkebunan.

...Diperkirakan baru sekitar 3-5 % tanah-tanah di Indonesia yang

terdaftar’.

Sementara itu data yang ada pada Pusat Penelitian dan
Pengembangan Badan Pertanahan Nasional, (PUSLITBANG BPN,
2002 : 9) disebutkan bahwa : “Sampai saat ini tingkat pelayanan

pensertipikatan tanah masih rendah, dimana dari + 78 juta bidang tanah

yang ada, baru + 26 juta bidang tanah yang sudah disertipikatkan atau



Kenyataan ini menunjukan bahwa pendaftaran tanah yang
dilakukan pemerintah selama ini belum sesuai dengan amanat UUPA.
Hal ini disadari bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dan
pengembangan di bidang pertanahan ini mengalami hambatan-
hambatan, baik hambatan teknis maupun non teknis. Karena tanah
merupakan kekayaan dalam berbagai kepentingan  kehidupan
masyarakat. Oleh karenanya hambatan itu pun seringkali datangnya dari
masyarakat sendiri, seperti:

1. masih ada anggapan pada sebagian orang bahwa tanda bukti
pembayaran pajak berupa SPPT merupakan tanda bukti pemilikan
hak atas tanah, atau dengan kata lain masyarakat belum menyadari
arti pentingnya sertipikat sebagai tanda bukti pemilikan hak atas
tanah;

2. masyarakat pada umumnya menganggap bahwa tanah milik yang
diperoleh secara turun temurun tidak akan diserobot oleh pihak lain
yang berbatasan dengan bidang tanahnya;

3. masih kurangnya pengetahuan tentang berbagai peraturan
perundang-undangan yang mengatur bidang pertanahan, sehingga
pelanggaran-pelanggaran seringkali terjadi karena masyarakat tidak
mengetahui adanya peraturan-peraturan tersebut, atau karena
kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat:

4. masyarakat belum memahami prosedur pengurusan sertipikat hak



sebagai pihak perantara yang pada gilirannya biaya sertipikasi tanah
menjadi mahal dan berbelit-belit.
Dari pengamatan di wilayah Kecamatan Lainea Kabupaten
Kendari, minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah begitu rendah.
Bertitik tolak dari uraian dan kenyataan yang melatarbelakangi
permasalahan tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian
dengan judul : “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
RENDAHNYA MINAT MASYARAKAT UNTUK MENSERTIPIKATKAN

TANAH MILIKNYA DI KECAMATAN LAINEA KABUPATEN KENDARI".

_ Perumusan Masalah

Penulis yakin bahwa kegiatan pensertipikatan tanah khususnya di
Kecamatan Lainea akan terlaksana bila ada dorongan atau keinginan
dari masyarakat pemilik tanah, untuk memperoleh jaminan kepastian
hukum hak atas tanah (sertipikat). Oleh karena itu, yang diangkat dalam
penelitian ini adalah evaluatif tentang rendahnya minat masyarakat
terhadap pensertipikatan tanah milik.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan
masalah dalam - penelitian ini adalah “Faktor-faktor apakah yang
mempengaruhi rendahnya minat masyarakat terhadap pensertipikatan

tanah di Kecamatan Lainea?”.



. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya
minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah di Kecamatan Lainea
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
rendahnya minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah“miliknya

di Kecamatan Lainea, Kabupaten Kendari.

2. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai:

a. Memberikan masukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten
Kendari dalam rangka peningkatan minat masyarakat terhadap
pensertipikatan tanah dan sebagai masukan dalam pengambilan
kebijaksanaan pertanahan yang berkaitan dengan pensertipikatan
tanah.

b. Bahan evaluasi terhadap pelayanan kepada masyarakat dibidang

pertanahan khususnya bidang pendaftaran tanah.

. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, dana, pengetahuan dan

kemampuan penulis serta untuk memaksimalkan hasil penelitian, maka



minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya yang hanya dibatasi
pada hak milik yakni jenis hak milik atas tanah seperti tertuang dalam
pasal 20 ayat 1 UUPA yang dimiliki oleh masayarakat di Kecamatan
Lainea.

Selain hal tersebut di atas dan faktor-faktor yang mempengaruhi
rendahnya minat masyarakat cukup banyak, maka dalam tulisan ini
dibatasi hanya 7 (tujuh) faktor, yakni tingkat pendidikan, tingkat
pendapatan, penyuluhan pertanahan, prosedur pensertipikatan tanah,

waktu penyelesaian, biaya, dan aksesibilitas daerah.



BAB VI

PENUTUP

\. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis data pada bab sebelumnya maka penulis

merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Minat masyarakat di Kecamatan Lainea Kabupaten Kendari untuk
mensertipikatkan tanah miliknya masih rendah. Hal ini ini didukung
dengan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Kendari. Khususnya untuk data pensertipikatan tanah selama ini dari
16.722 bidang tanah yang ada di Kecamatan Lainea yang telah
bersertipikat baru 1.313 bidang tanah dengan luas + 68,27 Km? atau

6.827 Ha.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat
untuk mensertipikat tanah miliknya meliputi tingkat pendidikan,
tingkat pendapatan, penyuluhan pertanahan, prosedur
pensertipikatan tanah, waktu penyelesaian sertipikat oleh kantor
pertanahan, biaya pensertipikatan tanah, dan faktor aksesibilitas

daerah.






